
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Prosedur merupakan langkah – langkah dan pelaksanaan pekerjaan 

dimana pekerjaan tersebut berguna untuk keefektifan dalam menjalankan rencana 

kantor. Kantor kejaksaan Negeri Bukitinggi menggunakan prosedur pada proses 

penanganan perkara tindak pidana umum  agar proses penanganan perkara tersebut 

dalam terukur dan berjalan dengan sistematis. 

Pemakaian prosedur pada proses penanganan perkara tindak pidana 

umum berfungsi memberikan urutan tindakan untuk melakukan aktivitas apapun 

yang dilakukan oleh staf kejaksaan dan diinstruksikan dengan alur tertentu yang 

gunanya untuk meminimalkan kesalahan dan keterlambatan dalam proses 

penanganan perkara tindak pidana umum. 

Dalam menyelesaikan suatu kegiatan biasanya sering terjadi hambatan 

dalam prosesnya. Dalam hal ini kendala yang sering terjadi adalah sarana dan 

prasarana yang masih kurang memadai, Jaringan Internet yang tidak stabil, 

kurangnya pengetahuan jaksa tentang teknis penyidikan. Dalam kendala ini adapun 

solusinya yaitu dengan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan, 

Membatasi pemakaian jaringan pada banyak komputer, dan memberikan pelatihan 

dan bimbingan teknis penyidikan tambahan kepada para jaksa guna meminimalisir 

terjadinya kesalahan dalam penyidikan. 

 

 



 

 

5.1.  Saran 

Setelah melakukan kegiatan magang di kantor kejaksaan negeri 

Bukittinggi dan berdasarkan pengamatan yang di lakukan maka penulis memberikan 

saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan yaitu: 

1. Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi harus lebih perhatian lagi terhadap 

sarana dan prasarana yang masih belum memadai, Dan harus dapat 

menanggulanginya dengan cepat, agar tidak terjadi hambatan yang akan 

berpengaruh pada saat jalannya proses penanganan perkara.. 

2. Pada pengaplikasian CMS SIMKARI agar lebih efektif sebaiknya Kantor 

kejaksaan Bukittinggi memberikan sistem jaringan yang lebih baik lagi. 

3. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para staf akan membantu 

proses penanganan perkara tindak Pidana umum menjadi lebih baik, dan 

mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses penyidikan. 

 

 

 

 

 


